LAMPIRAN | : Keputusan Bupali Supiori

Nomor E@ B THeuN So15°
Tanggal T4 U Solr
FENDIDIKAN MENENGAH
NO MNP5N NAMA SEKOLAH KECAMATAN ALAMAT
I [ 60301625 | SMA NEGERI 1 KORIDO g KEC. SUPIORI SELATAN | JL.RAYA KORIDO
I | 60302689 | SMA NEGERI 2 MANSOBEN KEC., SUPIORI TIMUR JL. PENDIDIKAN
3 | 60301627 | SMA NEGERI 3 YENGGARBUN | KEC, SUPTORI UTARA JL. RAYA YENGGARBUN
4 | 60303708 | SMA NEGERI 4 INSUMBRET | KEC, KEPULAUAN ARURI | KAMP, INSLUMBRET
5 | 60303710 | SMA NEGERI 5 WAKRE KEC. SUPIORI TIMUR JL. RAYA MARSRAM
6 | 60304496 | SMA NEGERI 6 SOWEK KEC. KEPULALIAN ARURT | KAMP. MERURWANDT
T | 60302693 | SMK NEGERT 1 SUPTORT KEC, SUPTORT TIMUR JL. RAYA KORIDG

BUPATI SUPIORI



Kesatu

Kedua

Kelima

Undang-undang Momor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kcuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan  Pemeriitah MNomor 19 Tahon 2009 tentag Standar Masional
Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Memberikan persctujuan  atas  §jin operasional Pendidikan Dasar  dan
Pendidikan Menenpah Kabupaten Supiori Tahun 2015

Apabila penvelengparaan Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekaolah
Menengah ini tidak sesuai dengan persyaratan maka keputussn ini akan
diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

Dengan diterhitkanmya Ijin Chperasional ini, maka [jin Operasional vang lama
dipupurkan dan 1jin Operasional yang baru berlakukan selama 5 (lima) tahun.
Segala Sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika
ternyata dikemudian han terapat kekeliman dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Kepala Sekolah Pendidikan Dasar dan
Kepala Sekolah Pendidikan Menengah uwntuk dipergunakan sehagaimana
mestinya.
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Menimbang

Menpingat

PROVINSI PAPUA
BUPATI SUPIORI

KEPUTUSAN BUPATI SUPIORI

nomor: JE. & [AHUN Joir

TEMTANG

PERSETUJUAN LIIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

.

EABUPATEN SUTTORI

Bahwa dalam  rangka mempermudah pelavanan akses  pendidikan  di
Kabupaten Supori, dipendang perlu memberikan Persetujuan Tjin Operasional
terhadap Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,

Bahwa Penyelenggaraan  Pendidiken Dasar dan  Pendidikan Menengah
sebagaimana tersebui pada hurut a diatas telah memenohi persyaratan vang
ditentukan untuk diberikan persetujusn penyelenggaraan pendidikan oleh
Bupati Supiori,

Undang — undang Nomor 20 Tahun 2003  tentang Sistem Pendidikan
Masional;

Peeaturan Pemeriitah Nomor 26 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar
(Lembaran Megara Momor 36, sebagaimana telh diubsh dengan Peraturan
Pemerintah MNomor 535 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor
Sy,

Peraturan Pemeriniah Nomor 29 Tahun 1990, tetang Pendidikan Menengah
{Lembaran Negara 1990 Momor 37 Tambahan Megars Nomor 3413);
Undang-undang Momor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Prowinsi Papua (Lembaran Megara Republik Indoncsia Tatun 2001 Nomor
135, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 4151)
sebagaimana telah divbah dengan undan-undang Momor 35 Tahun 2008
tenlang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2008 tentang perubahan Undang-undang Momor 21 Tahun 2000
tentang  tonomi Khuses Bapgl Provinsi Papus menjadi  undang-undang
{Lemharan Megara Republik Indonesia Tabun 2008 Momor 112, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang-undang Momor 32 Tahun 2004 fentang Pemerintah Dacrah
schagaimana telah diuhah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun
2008:;

Undang-undang Momaor 14 Tahun 2005 tentang Guro dan Dosen;
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